
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: D TAHUN2OLS

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN DANA BAGI HASIL PAJAK
ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang:

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksala kegiatan
Biaya operasional Kesehatan (BoK), Jaminan persarinan
(Jampersal), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Akreditasi
dan dana bagi hasil Pajak Rokok maka dipandang perlu
menetapkan harga satuan yang berlaku khusus pada Tahun
Anggaran 2Ol8;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 6I Tahun 2OI7 Tentang petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2018, Kepala Daerah dapat
menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya
dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah
dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Pidie tentang Standar Harga Satuan Khusus
terhadap Biaya operasional (BoK), Jaminan persarinan
(Jampersal), Jaminan Kesahatan Nasional (JKN) Akreditasi
dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Dalam Kabupaten pidie
Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera
utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19s6
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaT
Nomor LO92); 
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg
Nomor I72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa16l;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A06 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
I44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Ta_hun 2OII tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIL Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2076
(I;mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 *o orl.
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11. Peraturan Presiden Nomor g2 Tahun 2ol4 tentang
Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Nasional Pada Pasilitas Kesehatan Tingkat pertama Milik
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 81);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2ot3 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1392);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2ols tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2ol3 Nomor
1aoO);

74. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor rg rahun 2ol4
tentangPenggunan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a3\;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6l rahun 2ol7
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 20rg (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 59);

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL),
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten pidie.

3. standar Biaya adalah satuan biaya berupa Harga Satuan
dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya
komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam
satu periode tahun anggaran.

4. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan
jenis, spesif,rkasi dan kualitas dalam satu periode tertentu. 

/).
/



(1)

Pasal 2

standar Harga Satuan Khusus bidang Kesehatan terdiri dari:

a. Biaya Operasional (BOK);

b. Jaminan Persalinan (Jampersal);

c. Jaminan Kesahatan Nasional (JKN);

d. Akreditasi;dan

e. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam L mpiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

standar Harga satuan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 digunakan untuk pembayaran Biaya operasional
(BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesahatan
Nasional (JKN) Akreditasi dan Dana Bagi Hasil pajak Rokok
Dalam Kabupaten Pidie mulai bulan Januari 2018.

standar Harga satuan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah termasuk pajak dan pungutan lainnya.

(2)

(1)

(21

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

diundangkan.

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Sigli
10 Marct 2018 M
28 Jumadil Akhir 1439 H

Diundangkan di
Pada tanggal

:Sigli
: 16 Maret 2Ol8 M

Z8 Jurnadil Akhir L439 H

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2OI8 NOMOR O'



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 8 Tahun201g
Tanggal: 16 Maret 2Ol8 M

Lb J:urrradil Akhir 1439 H

DAF"TAR HARGA SATUAN KHUSUS TERHADAP BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN (BOK),
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL), JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN), AKREDITASI
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2O1B

NO URAIAN BELANJA HARGA SATUAN KETERANGAN

1
L Penggantian transport PetuEas Rp 75.000

2 Biaya Penggantian Transpor Peserta Tokoh Masyarakat,
Petugas Pustu da:: Poskesdes, dll / Kegiatan Rp 75.0OO

3 Biaya ATK Pertemuan Disesuaikan
4 Biaya Snack Rp 5.000
5 Biaya Makan Rp 17.000
6 Honor Narasurnber Kecanaatan I Ja.rrt Rp 1OO.00O
7 Honor Narasumber Kabupaten / Jarrr Rp 3OO.OOO
8 Honor Narasumber Provinsi / Jarn Rp 500.000
9 Honor Panitia / oranglhari Rp 100.000
10 Biaya Pengganti Transport I x Kunjungan Tenaqa dr.Spes Rp 500.000
11 Biaya Pengganti Transport Kader Kesehatan di desa Rp 25.000
12 Honor Penanggungjawab BOK Puskesmas / bulan Rp 750.000
13 Honor pengelola BOK /bulan Rp 3O0.00O 1 pkm 3 org oengelola
74 PMT penJruLuhan/ balita dan lansia Rp 3.ooo
15 PMT pemulihan balita 6-59 bulan balita eizi buruk lhari Rp 5.000
16 Biaya alat peraga sesuai kebutuhan Disesuaikan

L7
Biaya Perjalanan Dinas dari Puskesmas ke Kabupaten atau sebalii<nya menggunakan SHT'U

1B Paket Meeting Full dav / orans Rp 180.000
t9 Paket meeting half dav / orang Rp 170.000
20 qa.S Harian Rp 85.OOO
27 Vang Transport Peserta Rp 15O.0O0
22 Biaya Kebersihan Ruangan Pertemuan Rp 200.000

23
Biaya Transport/ Rujukan ambulan/ Puskesmas keliling
dari rumah ke RTK/ Faskes dan atau sebaliknya

< 10 Krn = 85.AO0
> 10 Km:
8.5OO/Km

24
Biaya Transport/ rujukan ambulan/ Puskesmas Keli1ing
dari Faskes dan atau RTK ke Rumah Sakit dan atau

< 10 Krn : 85. 00C
10 Km: 8.500/Kr

25 Biaya sewa rumah tunggu kelahiran/ tahun
Rp 10.000.00O
s/d 25.000.000

26 Biaya Pramuwisma rumah tun ggu keiahiran / bulan Rp 1.500.000 Per bulan
27 Eiaya Makan Pendamping di ruma-h tunggu I han Rp 75.000
28 biaya makan Pasien di rumah tunggu I lnari Rp 75.OOO

29
Biaya Bidan Pendamping/ hari (-vang mendampingi
pasien dirumah tunggu) Rp 250.000

30 Biaya air / listrik rumah tungzu Secukupnya
31 Honor Tim Pengelola Keuansan BOK
a Penanggungjawab Rp 1.500.000
b Ketua Rp 1.200.000
c Anggota Rp 8O0.OO0

32 Honor Tim Pelaksana Teknis BOK
a ketua Rp 1.2OO.OOO
b Sekretaris Rp 1.OOO.00O
C Anggota Rp 800.000

J!) Honor Tim Pendernping/ Fembinaan Puskesmas/bina
wilayah dan Tim Sekretariat Pendamping/ Pembinaan
Puskesmas/bina wilavah

a Penanggungiawab Rp 1.5OO.O00
b Ketua Rp 1.200.000



c Anggota Rp 800.000
34 Transpor Pendamping I Pembinaan puskesmas/bina wile Rp 200.o0o
35 Transpor Pendamping lokmin Rp 2O0.OOO
36 Honor Tim Monitoring dan Evaluasi BOK
a Penanggungiawab Rp 1.500.O0O
b Ketua Rp 1.200.000
c Sekretaris Rp 1.0OO.0O0
d Anggota Rp 8O0.OOO

37 Honor Tim PIS-PK Kabupaten
a Penanggqngfawab Rp 1.500.000
b Koordinator Rp 1.200.000
c P"qeb Sosialisasi Rp 1.000.000
d B"qeb Data, Analisis dan Informasi Rp 1.O00.00O
e Penjab Monev dan pelaporan Rp 1.000.000
f Penjab Sumber Daya Kesehatan Rp 1.000.000
o Pgqiqb Tehnis Rp 1.000.000

38 Honor Tim Akreditasi Kabupaten
a Pe"e4ggung jawab Rp 1.500.000
b Ketua Rp 1.2OO.OOO
c Sekretaris Rp 1.0O0.00O
d Anggota Rp 80O.00O

39
Honor Pendampingan Akreditasi puskesmas (Self
assesment, Pen5rusunan Dokumen, Implementasi
dokumen)

Rp 200.OoO Honor Pedam

40 Honor Tim Prasurvey Rp 900.000 Perjam / oratgSesuai
dengan Juknis Akreditasi

4t Honor Tim Survey Rp 9O0.0O0 Perjarn / OrangSesuai
dengan Juknis Alceditasi

42 Biaya Perjalanan Tim Surveior disesuaikan dengan SAB Krrbupaten Pidie setingkat Eselon III

43
r uuSSarLr rl4[r'IJrr.r L psserLa un[uK rerlemuan/
sosialisasi/ Pelatihan bagi puskesmas jarak Dekat ke
Kabupaten (Kota Sieli dan Pidie)

Rp 100.000

44

Pengganti Transport peserta untuk pertemuan/
Sosialisasi/ Pelatihan bagi puskesmas jarak sedang ke
Kabupaten ( Indrajaya, Peukan Baro, Mutiara Barat,
Mutiara Timur,Ujong Rimba, GLp.Tiga, Tp Raya, Glp.
Baro, Kb Tanjong, Sp Tiga. Grong-grong, Batee, pd Tiji,
Reubee, Delima, Mila, Sakti, Titeu, Keumala dan Tiro

Rp 15O.00O

45
Pengganti Transport untuk pertemuan/ Sosialisasi/
Pelatihan bagi Puskesmas jarak jauh ke Kabupaten
Tangse, Mane, Geumpang dan Muara Tiea)

(
Rp 200.000

+b

47

I,taya rersatlnan
Tarif Untuk RSU Ti
a. PSP

b. SC
Iarif Untuk RSU Ti
e. PSP
c.SC
larif Untuk RSU Ti
r. PSP
r. SC
Rawat Jalal di Poli
Jntuk RSU Tipe D
r. Non USG
r. Dgn USG
Jntuk RSU Tipe C
r. Non USG
>. Den USG

Rp

Rp
1.810.600
4.475.400

1.900.000
4.600.ooo

2.006.300
4.972.200

190.O00
300.000

i9s,000
310.000tp



Untuk RSU Tipe B
a. Non USG Rp 200.OOOb. Dgn USG Rp 325.000

4A Rp 2.7OO.OOO Per bulan
49 Biaya Slide ( Fiksasi, pewarnaan dan pemeriksaan) Rp 5.OOO Per slide
50 Upah Petugas Penyemprot (IRS) Rp 5.o0O Per rumah
51 Upah Petugas Fogging Rp 1OO.00o Per lokasi
52

Pembina Rp 1.500.000
Pengarah Rp 1.500.000
Koordinator Rp 1.500.000
Penanggung jawab Rp 1.500.000
Ketua Rp 1.2OO.O00
Sekretaris Rp 1,0O0.000
Anggota Rp 800.000

53 Honor Satker Pengelola keuangan Kesiatan Jaminan persalinan
Ketua Rp 1.200.000
Anggota Rp 8OO.O0O

54 Biaya entri data PIS-PK Rp 1.ooo per KK
55 Biaya langgaran jasa internet utk pIS pK disesuaikan dengan kebutuhan
56 Biaya belanja RDT reagent utk kegiatan promotif dan

preventif
disesuaikan dengan kebutuhan


